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Abstract 

Analysis of budget realization generally explains how a Regional Government uses the regional income and 
expenditure budget by looking at how it is realized that shows appropriate and efficient use. This research was carried 
out with the intention of analyzing the regional government revenue and expenditure budget, with the expected 
benefits of obtaining information on regional budget and expenditure revenues.  Descriptive analysis has been used 
in this study aimed at forming a systematic description of the facts with the phenomenon being studied. The results 
of the study indicate that some regional income and expenditure ratios show varying results, including the existence 
of an instructive relationship in the independence of a Regional Government, and so far the format of expenditure by 
the Regional Government shows a reasonable condition in accordance with what is set. 
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PENDAHULUAN 

Untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, semua Daerah di Indonesia harus 

merencanakan, menyusun dan melaksanakan semua kegiatan dan pendanaan setiap tahun dirangkum 

dalam rencana keuangan tahunan dalam bentuk APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD 

diatur oleh PERDA. Tahun anggaran APBD mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember. APBD 

diratifikasi dan diumumkan oleh Peraturan Daerah harus diketuk palu oleh DPRD. 

APBD menunjukkan alokasi pengeluaran untuk mengimplementasikan program/ kegiatan dan sumber 

pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilakukan 

untuk memacu ekonomi daerah, distribusi pendapatan, dan pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian 

tujuan-tujuan ini diharapkan terealisasi melalui penambahan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi 

daerah ditambah lagi dengan dana transfer dari Pusat yang diperuntukan untuk mendanai penyediaan 

layanan publik yang memadai dan berkualitas tinggi. 
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Peraturan Pemerintah adalah dasar untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi mulai dari unit kerja 

pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk audit, hingga penyerahan rancangan undang-undang atau rancangan 

peraturan daerah mengenai akuntabilitas untuk implementasi dari APBN / APBD. Namun, segala hal 

menyangkut laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan 

laporan oleh pihak - pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini. 

Pegunungan Bintang yang termasuk sebagai wilayah pemekaran baru juga menyajikan APBD 

sesuai amanat peraturan. Penulis tertarik menganalisis APBD Kabupaten Pegunungan Bintang setelah 

beberapa tahun perkembangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama setelah 

implementasi pencatatan akuntansi berbasis akrual. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis APBD 

Pegunungan Bintang. 

Instrumen fundamental yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu APBD yang digunakan untuk 

menyelenggarakan layanan publik di daerah. Sehingga diharapakan dapat menstimulus pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan diberbagai sektor. Pada 

Permendagri No.33 tahun 2017, APBD merupakan rencana keuangan jangka pendek yaitu dalam kurun 

waktu satu tahunan yang tuangkan dalam PERDA oleh pemerintahan daerah.  

APBD adalah kerangka keuangan tahunan daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dengan 

pemerintah, yang intinya mengambarkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa alokasi 

pengeluaran untuk melaksanakan program / kegiatan, dan pembiayaan yang muncul saat surplus atau 

deficit (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).  

Sementara, menurut Ramadani (2017), APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan 

pemerintah daerah yang mendeskripsikan mengenai perkiraan pengeluaran yang sebesar-besarnya 

dalam belanja kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun, serta juga dapat menggambarkan 

mengenai estimasi pendapatan dan sumberpendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi biaya 

yang dimaksud. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaaan 

(Dharmawati & Irmadariyani, 2016). 

Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, dana transfer pusat, serta dari 

lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, belanja daerah berkaitan dengan semua pengeluaran untuk 
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mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelayanan 

publik di daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).  

Sering ditemui dalam pelaksanaannya dapat terjadi selisih antara pendapatan dan pengeluaran 

daerah (surplus/defisit) dari penganggaran daerah yang ada, sehingga dapat dilakukan kebijakan 

pembiayaan daerah untuk menutup celah atau kesenjangan yang ada. Jika surplus terjadi, daerah harus 

menganggarkan biaya untuk pembiayaan tertentu, misalnya untuk investasi, atau juga dapat 

mengoptimalkan dana untuk mendanai pengeluaran yang direncanakan. Sebaliknya jika ada defisit, 

daerah perlu mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman daerah, penggunaan SILPA, atau 

dapat juga menghemat anggaran dengan melakukan kegiatan sweeping yang tidak perlu dilakukan atau 

menunda implementasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KEMENENKEU), 2014).  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini untuk 

menjelaskan dan menganalisis APDB Daerah. Dalam penelitian ini data sekunder berupa Dokumen 

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Waktu pelaksanaan penelitian terhitung empat bulan yaitu Mei-

September 2018. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan teknik wawancara 

dan dokumentasi.  

Tehnik bertanya dilakukan sebagai bagian dari wawancara langsung kepada staf atau pemimpin, 

seperti Kepala Badan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Bidang Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Kepala Bidang Anggaran dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian. Selain itu, ada pula digunakan teknik dokumentasi dengan cara mendapatkan informasi 

dari buku-buku, literatur, jurnal serta dokumen yang terkait pada masalah yang diteliti. 

 
PEMBAHASAN 

Rasio Kemandirian Daearah, rasio ini mendeskripsikan tentang tingkat ketergantungan daerah pada 

bantuan pemerintah pusat dan propinsi. Rasio kemandirian daerah Tahun Anggaran 2014-2017 

menunjukkan penurunan setiap tahunnya dengan rata-ratanya 1,51 persen, yang menurut kategori pola 

hubungan tingkat independesnsi daerah menunjukkan adanya pola instruktif, yaitu peran pemerintah 
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pusat dominan terhadap kemandirian daerah dan atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah masih 

sangat tergantung pada bantuan dana Pemerintah pusat. 

Analsis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan, rasionini melihat mengenai selisih antara realisasi 

pendapatan dengan yang dianggarkan. Tujuannya untuk membantu pengguna laporan dalam memahami 

dan menganalisis kinerja pendapatan. Berdasarkan analisis varians pendapatan, diketahui bahwa rata-

rata kinerja pendapatan Pemerintah Daerah berada pada kondisi unfavourable variance (selisih kurang), 

hal ini terindikasi bahwa kinerja pendapatan belum optimal dalam memperoleh pendapatan yang 

seharusnya melebihi target yang dianggarakan. 

Analisis pertumbuhan pendapatan, Rasio pertumbuhan menilai seberapa besar kemampuan daerah 

untuk mempertahankan dan tingkatkan kesuksesan yang sudah dicapai dari satu periode ke periode 

berikutnya dengan pertumbuhan untuk setiap komponen pendapatan. Rata-rata rasion pertumbuhan 

pendapatan ini mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2014-2017, ini menunjukkan bahwa 

kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi PAD yang ada pada daerah dalam 

menambah sumber PAD Pemerintah Daerah. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio ini mengukur 

tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk melaksanakan pembangunan.  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rasio Desentralisasi Fiskal dari Daerah masih sangat 

kecil, ini terlihat pada rasionya yang hanya berkisar 1 persen setiap tahunnya dan masih masuk dalam 

klasifikasi sangat kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena 

masih sangat kecilnya penerimaan PAD jika dibandigkan dengan dana transfer pemerintah propinsi 

maupun pemerintah pusat. 

Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, rasio efektivitas melihat seberapa efektifnya Daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi nyata wilayah tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan Daerah dalam merealisasikan PAD 

belum efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio efektivitasnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 30.295%, 

tahun 2015 (13.768%), tahun 2016 (8.820%) dan tahun 2017 (6.772%) kurang dari rata-rata 75% rasio 

efektivitas yang ada pada kriteria efektifitas, sehingga menunjukkan tidak efektifnya dalam merealisasikan 

PAD mereka yang telah direncakanakan dibandingkan dengan target potensi riilnya. Sedangkan, rasio 
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efisiensi digunakan untuk membandingkan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

penghasilan dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

Dilihat dari rasio efisiensi PAD dalam empat tahun terakhir (2014-2017) terus mengalami kondisi 

tidak efisien. Yang artinya itu menggambarkan tingkat efesiensi semakin kurang baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang 

diperoleh dari hasil pemungutan pajak tersebut. Sehingga, perlu adanya tindakan yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. 

Analisis varians belanja¸ menggambarkan analisis perbedaan antara anggaran belanja dan 

realisasinya. hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-

2017, dapat dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran 

yang telah ditentukan Pemerintah Daerah. 

Analisis keserasian belanja daerah, mengindikasikan bagaimana pemerintah daerah dalam 

mengalokasikan dananya menaruh prioritas yang tinggi pada belanja secara optimal. Rasio belanja 

operasi terrhadap total belanja dihitung perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja 

sedangkan rasio belanja modal dihitung dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi belanja 

modal dengan total belanja modal (Hiariey, 2017). Rata-rata rasio Belanja Langsung Pemerintah Daerah 

sebesar 79.942% untuk periode 4 tahun.  

Gambaran belanja di atas ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan 

dana untuk kegiatan belanja langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja tidak langsung. 

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih kurang/sedikit menggunakan dana untuk kegiatan 

belanja tidak langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja langsung. Pada Pemerintah 

Daerah telah menunjukkan bahwa Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.  

Terdapat selisih antara rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu sebesar 41.603%, 

berarti Pemerintah Daerah sudah dapat meningkatkan Belanja Langsung sehingga dengan demikian 

kualitas dari output yang akan dihasilkan juga dapat mengalami peningkatan, agar fungsi anggaran 

sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik. 

Rasio pertumbuhan belanja, besarnya pertambahan belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah 

Daerah dari tahun-ke tahun dapat di ketahui melalui Analisis Pertumbuhan Belanja.  Pertumbuhan belanja 
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yang selalu positif menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Belanja dalam APBD 

semakin baik. rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2017 menunjukkan bahwa 

selama tahun 2014-2016 pertumbuhan belanja adalah positif, akan tetapi pada tahun 2017 rasio 

pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 

2015, rasio Pertumbuhan Belanja Darah sebesar 26.51% yang mana merupakan tingkat rasio 

Pertumbuhan Belanja yang cukup besar. 

Kemudian, tingkat rasio Pertumbuhan Belanja mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 13.01% 

dan menjadi tingkat rasio yang negatif pada tahun 2017 dengan nilai sebesar (14.12%). Dengan demikian 

secara umum Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja 

dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun.  

Analisis rasio efisiensi belanja, Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan mengenai seberapa besar 

perbandingan antara realisasi belanja / pengeluaran daerah dan anggaran. menunjukkan bahwa rasio 

Efisiensi Belanja dalam periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten 

Pegunungan Bintang telah melakukan efisiensi dengan baik.  

Pada tahun 2014, rasio efisiensi belanja Pemerintah Daerag sebesar 86.80%, akan tetapi mulai 

mengalamai kenaikan diantara tahun 2015 sebesar 89.41% dan tahun 2016 sebesar 90.32%, yang 

kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu sebesar 86.42%.  Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

rasio efisiensi belanja mulai dari tahun 2014-2017 yaitu kurang dari 100 persen dimana semakin kecil 

rasio belanja, semakin efisien, dan sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 persen 

atau sebaliknya.    

Analisis pembiayaan, Analisis pembiayaan merupakan perbandingan antara sisa perhitungan 

anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun, semakin besar SILPA menunjukkan indikator kurang tepatnya 

penyajian kesehatan suatu anggaran. menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Daerah ada 

kecenderungan terjadi penurunan. Pada tahun 2014 SILPA Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang 

sebesar Rp 183,030,305,088, dan tahun 2015 mengalami penurunan pada Rp 140,884,984,206, di tahun 

2016 sisa perhitungan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan penurunan sebesar Rp 

106,197,079,234, dan pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Daerah sebesar Rp 
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106,197,079,234 atau sama dengan tahun 2016. Kecenderungan penurunan SILPA ini dapat 

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam penyajian APBD. 

 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan daerah pada analisis pendapatan 

daerah, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pola hubungan kemandirian daerah ada pada kriteria 

instruktif. Dalam model hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih menonjol terhadap kemandirian 

Pemerintah Daerah dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada pendanaan dari 

Pemerintah Pusat.  

Sedangkan, Analisis Varians Anggaran Pendapatan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Daerah 

menunjukkan kinerja yang kurang baik dimana nilai selisih dari anggaran pendapatan dan realisasi 

pendapatannya terdapat selisih kurang (unfavourable variance) dan meningkatnya kondisi yang kurang 

menguntungkan tersebut tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah mampu 

memperoleh pendapatan melebih jumlah yang ditargetkan sehingga menunjukkan kinerja pendapatan 

yang baik dalam mengelola dan merealisasikan Anggaran Pendapatan yang ada.  

Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini 

dapat dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah dalam menggali potensi PAD di Daerah dalam 

menambah sumber PAD pemerintah daerah. Dari Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal diketahui bahwa 

rasio Desentralisasi Fiskal Daerah masih kecil, ini tergambar pada rasionya yang hanya berkisar 1% setiap 

tahunnya dan masih masuk dalam klasifikasi kurang mampu dalam membiayai rumah tangganya sendiri. 

Hal ini disebabkan karena masih sangat kecilnya penerimaan PAD jika dibandigkan dengan transfer 

pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.  

Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan 

Bintang dalam merealisasikan PAD rata-rata tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis belanja daerah, 

dapat dilihat bahwa; hasil olah data analisis varians (selisih) belanja Tahun Anggaran 2014-2017, dapat 

dilihat bahwa terdapat varians belanja yang jumlah realisasi belanjanya di bawah anggaran yang telah 

ditentukan Pemerintah Daerah, ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah dinilai baik dalam 

merealisasikan biayanya yang menunjukkan realisasi biaya yang lebih rendah dari yang di targetkan.  
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Dari Analisis Keserasian Belanja pada Analasis Belanja Langsung diperoleh informasi mengenai 

belanja langsung Tahun Anggaran 2014-2017, yang mana rasio belanja langsung mengalami penurunan 

dari 98.12% tahun 2014 ke 49.11% pada tahun 2017. Sedangkan untuk Rasio Belanja Tidak Langsung 

Pemerintah Kabupaten Pengunungan Bintang Tahun Anggaran 2014-2017, menunjukkan bahwa rasio 

belanja tidak langsung mengalami kenaikan dari 33.80% - 42.76% pada tahun 2014-2016, akan tetapi 

mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 37.67%.  

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih kurang/sedikit menggunakan dana untuk kegiatan 

belanja tidak langsung dibandingkan dengan pembiayaan untuk belanja langsung. Pada Rasio 

Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2014-2017 menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016 

pertumbuhan belanja adalah positif, akan tetapi pada tahun 2017 rasio pertumbuhan belanja menunjukkan 

hasil negatif.  

Dengan demikian secara umum Pemerintah Daerah kurang mengupayakan pemanfaatan Belanja 

dalam APBD yang memadai sehingga menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 4 tahun. Untuk 

Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa Pemerintah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 

Pemerintah Daerah telah melakukan efisiensi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja 

mulai dari tahun 2014-2017 yaitu kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka 

semakin efisien dan sebaliknya. Pada Analisis Pembiayaan menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah 

Kabupaten Pegunungan Bintang ada kecenderungan terjadi penurunan. Kecenderungan penurunan 

SILPA ini dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang telah tepat dalam 

penyajian APBD. 
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